
 

 

1.  

 
KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BANYUMAS 

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR  66 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA 

PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN 

BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024  

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (1) ayat 6 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan 

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; 

  b. bahwa dengan telah ditetapkan dan dilantiknya 

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil 

Bupati pada Kabupaten Banyumas Tahun 2024; 

  c. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan 

dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Besaran 

Honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih 

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan 

Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Banyumas 

Tahun 2024; 
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Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas  Undang-

Undang  Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6863; 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 826; 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan 

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; 
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5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 

2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 

2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 60); 

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 

Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya 

(SBML) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka 

Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 

2024; 

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 

Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan 

Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 

Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan 

Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; 

8. Keputusan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang 

dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna 

Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota; 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN 

BESARAN HONORARIUM PETUGAS PEMUTAKHIRAN 

DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN 

WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BANYUMAS. 

KESATU : Besaran Honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih 

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan 

Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Banyumas 

Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta 

rupiah) selama 1 (satu) bulan.  

KEDUA  Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU 

diberikan kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. 

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya  

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sesuai Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal 26 Juni 2024 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN BANYUMAS,   

                      

 

SUBHAN PURNO AJI 
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